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Salah satu kebutuhan pangan yang pokok bagi masyarakat Indonesia adalah
minyak goreng. Peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang terjadi di daerah
Lampung merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, oleh karena itu
Kepolisian Daerah Lampung sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk
untuk melaksanakan peran dan fungsi Polri dalam penanggulangan peredaran
minyak goreng tanpa izin edar yang tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan
hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan peredaran minyak goreng
tanpa izin edar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran
Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin
edar, serta apakah faktor yang menghambat upaya Polri  dalam menanggulangi
tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polda
Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.
Narasumber penelitian ini adalah Kasubdit I Indagsi Polda Lampung, Kepala
Seksi Penyidikan BPOM, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: (1) peran Polri dalam
menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar sesuai
dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara dalam bidang
peradilan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 142 jo
Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan
Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini berarti Polda Lampung telah melakukan
fungsi represif. (2) Faktor penghambat upaya Polri  dalam menanggulangi tindak
pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polda
Lampung adalah faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana,
masyarakat serta kebudayaan.
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Saran dalam penelitian ini adalah perlunya kerjasama antara Kepolisian Daerah
Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, Dinas
Perdagangan Lampung dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana
peredaran minyak goreng tanpa izin edar, serta perlunya peningkatan kegiatan
penyuluhan dan himbauan oleh Polri kepada masyarakat agar masyarakat paham
dan sadar hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses
penegakan hukum.
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